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Selanjuitnya diSEDUL ...........ooooiiieiie et Termohon

Dalam |hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 141-

09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon

(Partai |Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI
1.1 IPERMOHONA.N PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 5 halaman

81 mendalilkan sebagai berikut:

“Menetapkan perolehan kursi seluruhnya bagi anggota DPRD
Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1

sebagai berikut.....”.



.Bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah

Konstitusi yang dalam hal ini hanya memeriksa dan mengadili
perselisihan hasil pemilihan umum dan bukan menetapkan
perolehan kursi bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan
pada dapil Konawe Kepulauan 1 karena hal tersebut mutlak menjadi

kewenangan Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum:

. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan a quo bukan menjadi

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan sudah sepatutnya
untuk dinyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidak-

tidaknya memutus tidak dapat diterima.

Ii. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1/1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN /KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara

disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh

Pemjohon PERINDO pada Dapil yang di mohonkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
TPS 00fl Desa/Kelurahan Lampeapi Baru, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten

Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe Kepulauan 1)

No PARPOL Perolehan suara selisih 3’
Termohon Pemohon

1. | Partai
Keadilan 35 31 1 ;
Sejatera

TPS 001 Desa /Kelurahan Wawo indah, Kecamatan Wawonii Tengah,

Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Konawe
Kepulauan 1).

No PARPOL Perolehan suara selisih
Termohon Pemohon
1 Partai 20 12 8
Keadilan
Se¢jatera




Bahw.

Termohon adalah sebagai berikut:

terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut

1. Bahwa uraian dalil yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak
berdasar atau tidak benar karena berdasarkan hasil perolehan suara
Partai PKS mulai dari tingkat TPS sampai dengan
Kabupaten /Kotamadya tidak mengalami perubahan /perbedaan untuk
hapil di TPS 001 Desa Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah yaitu
sebanyak 20 (dua puluh) suara dan di TPS 1 Desa Lampeapi baru
sebanyak 32 suara;

2. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah tidak
mengalami  perubahan /perbaikan sebagaimana dalil Pemohon

paikan, dan termohon melaksanakan proses rekapitulasi secara

transparan dengan memberikan salinan C1 kepada Masing-masing

si peserta pemilu serta mengumumkannya di tempat fasilitas umum,
sehingga menurut Termohon tidak perlu di lakukan paraf tanpa ada
petbaikan angka perolehan suara di akibatkan oleh kesalahn
penjumlahan atau kesalahan penulisan;

3. Bahwa rekapitulasi Perolehan suara pada TPS 1 desa Wawo indah
dilakukan dengan terbuka dan tidak mengalami perubahan /perbaikan

a form DAl sebagaimana yang didalilkan, dan termohon
melaksanakan proses rekapitulasi secara transparan dengan
memberikan salinan C1 dan DA1 kepada Masing-masing saksi peserta
pemilu serta mengumumkannya di tempat /fasilitas umum,;

4. Bahwa KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan
Tahapan pemilu sesuai amanat UUD pasal 22e dengan melibatkan
BAWASLU,peserta pemilu dalam setiap tahapan yang dilaksanakan
sehagai wujud dari kejujuran, terutama tahapan pungut hitung;

5. Bahwa dalil pemohon pada angka 9.1 yang mengatakan kotak suara
yang tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi adalah tidak benar. Karena
padla saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi
pembukaan kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu

kabupaten konawe Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS




02 kelurahan Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru bukan TPS 1

peapi seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalil pemohon pada angka 9.2 yang mengatakan bahwa

ohon tidak memberikan undangan kepada peserta

Penghitungan Suara, bahwa Pemilih diberikan informasi tentang hari,
ggal dan tempat Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan
memilih (Form C6-KPU). Selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan
bahwa termohon tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat
pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak
benar karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada
semua peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi
tingkat PPK Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU,
na#nun Pemohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK
Kecamatan Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak menyerahkan
mandat saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK.
Bahwa dalil pemohon pada poin 9.1 yang mengatakan kotak suara yang
tidak tersegel pada TPS 1 Lampeapi tidak benar. Karena pada saat
reKapitulasi tingkat kabupaten konawe kepulauan terjadi pembukaan
kotak suara atas rekomendasi tertulis dari bawaslu kabupaten konawe
Kepulauan hanya membuka Kotak suara pada TPS 02 kelurahan
Lampeapi dan TPS 01 Lampeapi Baru bukan TPS 1 Lampeapi seperti
yang didalilkan pemohon;

Bahwa dalil pemohon pada point 9.2 yang mengatakan bahwa termohon
tidak memberikan undangan kepada peserta pemilu/pemohon untuk
hadir dalam rapat pemungutan suara adalah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 tahun 2019
sehagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa




10.

11

Pemilih diberikan informasi tentang hari, tanggal dan tempat
Pemungutan Suara melalui surat Pemberitahuan memilih (Form Cé6-
KHU). Selanjutnya dalil pemohon yang mennyatakan bahwa termohon
tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan rapat pleno
rekapitulasi di tingkat kecamatan Wawonii Tengah adalah tidak benar
karena termohon telah menyampaikan surat undangan kepada semua
peserta pemilu terkait waktu dan tempat rapat rekapitulasi tingkat PPK
Kecamatan Wawonii Tengah dalam bentuk DA.UND-KPU, namun
pelhxohon tidak menghadiri rapat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan
Wawonii Tengah. Terlebih lagi pemohon tidak menyerahkan mandat
saksi kepada termohon mulai dari tingkat TPS sampai PPK;

Dalil pemohon pada point 9.3 yang menyatakan bahwa termohon telah
melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan kepada PKS
adalah tidak benar karena berdasarkan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS
001 Wawoindah, perolehan suara PKS adalah 20 dan PERINDO adalah
4
addlah 32 suara sedang Partai PERINDO adalah 8 suara,;

dangkan pada TPS 1 Lampeapi Baru perolehan suara partai PKS

Baliwa dalil pemohon menyatakan termohon telah melakukan
pelanggaran dan tindakan kecurangan penggelembungan suara pada
TP
ka
pe
dil

1 Lampeapi Baru dan telah dilaporkan ke sentra Gakumdu
upaten Konawe Kepulauan. Dari hasil pemeriksaan dan
elidikan lembaga tersebut tidak terbukti adanya kecurangan yang
ukan oleh Termohon melalui KPPS dengan dikeluarkannya
utusan hasil pembahasan kedua dari sentra Gakumdu sebagaimana
di dalilkan pemohon bahwa terjadi penambahan perolehan suara
ai PKS sejumlah 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lampeapi Baru yang
urut pemohon suara Partai PKS adalah 31 (tiga puluh satu) suara
un yang sebenarnya adalah 32 suara berdasarkan form C1 dan
DAA 1;

Bahwa perolehan suara Partai PKS pada TPS 1 Desa Wawo indah
sejumlah 20 suara berdasarkan C1 dan DAA1 yang tidak mengalami

perubahan sebagaimana yang di dalilkan pemohon, selanjutnya pada




12.

13.

14.

15.

16.

TPS Desa Lampepapi Baru Perolehan suara PKS bukan 31 sebagaimana

il pemohon,melainkan jumlah sebenarnya adala 32 suara

onawe Kepulauan sebesar 462 adalah tidak berdasar ,yang mana
i hasil Rekapitulasi secara berjenjang di mulai dari TPS,PPK sampai
ke KPU Kab/Kota,adalah berjumlah 471 suara;

Bahwa Dalil Pemohon yaitu mengenai Rekap perolehan suara dengan
metode Sainte lague adalah asumsi dari Pemohon sendiri, karna
Termohon belum pernah melakukan Rekap perolehan kursi partai
politik pada tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan , dikarenakan belum
masuk pada tahapan tersebut dan masih menunggu hasil dari Putusan
Mahkamah Konstitusi;

Bukti Rekap metode sainte lague yang di tampilkan Pemohon adalah
bukan berasal dari KPU konawe kepulauan ,melinkan dari pemohon itu
sendiri, karna tahapan rekapitulasi perolehan kursi dan calon terpilih
belum masuk pada tahapannya;

Bah}wa dalil pemohon yang menyatakan termohon melakukan tindakan
kecirangan dengan menggelembungkan suara salah satu partai peserta
pemilu (PKS) adalah tidak benar Karena pleno rekap dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan KPU kabupaten
Korjawe Kepulauan. Dan memang perolehan suara pemohon adalah 470
suara berdasarkan DB.1-KPU;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Termohon telah
merjjalankan ketentuan UU pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum yang hanya berwenang menetapkan hasil
perglehan suara DPRD tingkat KPU Kab/Kota dan juga hanya memiliki
kewenangan merekapitulasi hasil perolehan suara pemilu PPWP, DPR,
DPI) dan DPRD Provinsi.




III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak permchonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V /2019 Tentang penetapan hasil pemilihan
umbm Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan
hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah
pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia) DI

PROVINSI PAPUA

3.1]1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Persatuan Indonesia)

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

KONAWE  KEPULAUAN DAERAH PEMILIHAN KONAWE

KEPULAUAN 1

TPS 001 Desa/Kelurahan Lampeapi Baru,Kecamatan Wawonii Tengah
Kabupaten Konawe Kepulauan , Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil
Konlawe Kepulauan 1)

No | PARPOL PerolehanSuara
1. | Partai Keadilan | 8
Sejahtera




TP
,K:

S 001 Desa /Kelurahan Wawo indah , Kecamatan Wawonii Tengah
abupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil

Konawe Kepulauan 1)

Atau
A

S

No | PARPOL PerolehanSuara {
1. | Partai Keadilan | 4 !
Sejahtera i

pabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

adil-adilnya (ex aequo et bono).
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